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Abstract: Democracy is a form or mechanism of a country's government system as an effort to 
realize people's sovereignty (the power of citizens) over the country to be run by the 
government of that country. While authority comes from the basic word authority which is 
interpreted as a matter of authority, rights and powers possessed to do something. Authority is 
what is called formal power, power that comes from legislative power or from executive-
administrative power. Authority which usually consists of several authorities is power over a 
certain group of people or power over a field of government. Democracy and Authority must 
be based on existing legal provisions (constitution), so that this authority is a legitimate 
authority. Thus officials (organs) in issuing decisions are supported by this source of 
authority. Stroink explained that sources of authority can be obtained for government officials 
or organs (institutions) by way of attribution, delegation and mandates. The authority of 
government organs (institutions) is an authority strengthened by positive law to regulate and 
maintain it. Without authority, a correct juridical decision cannot be issued and in accordance 
with democratic principles. Regarding the nature of governmental authority, namely that it is 
bound, optional, and free, especially in relation to the authority to make and issue decisions 
(besluiten) and decrees (beschikkingan) by government organs, so that decisions are known to 
be bound and free. 
Keywords: Democracy Theory, Authority Theory, Law Science. 
 
Abstrak: Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai 
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan 
oleh pemerintah negara tersebut. Sedangkan kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang 
diartikan sebagi hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari 
kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya 
terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau 
kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Demokrasi dan Kewenangan harus dilandasi 
olehi ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan 
kewenangan yang sah. Dengan demikian pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan 
didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan 
dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi 
dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang 
dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahakannya. Tanpa kewenangan 
tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar dan sesuai dengan prinisip 
demokrasi. Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu bersifat terikat, fakultatif, dan 
bebas, terutama kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan 
(besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikkingan) oleh organ pemerintahan, sehingga 
dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. 
Kata Kunci: Teori Demokrasi, Teori Kewenangan, Ilmu Hukum. 
 
A. Pendahuluan 

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai 
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan 
oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang 
membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk 
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam 
peringkat yg sejajar satu sama lain (T, 2002). Kesejajaran dan independensi ketiga jenis 
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lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan 
saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. 

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga- lembaga pemerintah yang 
memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-
lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-
lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan 
kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh 
wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya 
(konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai 
hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil- hasil 
penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. 
Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh 
sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai 
tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih) (Azhari, 
2005). 

Sedangkan jika mengenal kewenangan, kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang 
diartikan sebagi hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari 
kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya 
terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau 
kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (Utrecht, 2010). Dalam literatur ilmu politik, 
ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan 
wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan 
sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan 
kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk 
hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” 
(the rule and the ruled) (Budiardjo, 2008). 

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan 
dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven 
disebut sebagai “blote match”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max 
Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu 
sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh 
masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara. Dalam Ilmu Hukum Tata Negara dan 
Hukum Administrasi  Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan 
pelaksanaan fungsi pemerintah (Kusdarini, 2011). 

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomr 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
menyatakan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah 
kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk 
bertindak dalam ranah hukum publik. Kata “wewenang” dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) memiliki arti pengertian: a) Hak dan kekuasaan bertindak; b) Kekuasaan 
membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; dan c) 
Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah 
wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan 
dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, jika 
dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah  “bevoegheid”. 
Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid”digunakan dalam 
konsep hukum publik maupun dalam hukum privat (Aminoedin, 1989). Dalam konsep kita 
istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. 

 
B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Studi ini 
adalah penelitian hukum normatif  (Sugiyono, 2008) yang dilakukan berdasarkan bahan 
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini 



Vol. 5 No.4 Edisi 1 Juli 2023                                                       Ensiklopedia of Journal 
http://jurnal.ensiklopediaku.org 

                          Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia P-ISSN 2622-9110 
  E-ISSN 2654-8399  

10 

dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Guna mendapatkan data yang 
diinginkan. 

C. Hasil dan Pembahasan 
1. Teori Demokrasi 

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih 
presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. 
Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin 
negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara 
langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya 
dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. 
Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi 
meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu 
adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek 
daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak 
negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur 
tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana 
atau bekas narapidana) (Surbakti and Supriyanto, 2013). 

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada 
abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem 
yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah 
sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan 
dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara (Asshiddiqie, 1993). Kata 
“demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang 
berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih 
kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi 
menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab 
demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara 
(Asshiddiqie, 2006). 

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu 
negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara 
yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta- 
fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak 
mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut 
pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (Manan, 
2005). 

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan 
berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan 
anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan 
untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi 
harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan 
mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan 
lembaga negara tersebut (Jimly Asshiddiqi, 2015). 
 
2. Teori Kewenangan 

Berbicara tentang teori kewenangan, ada banyak ahli memberikan tentang itu. Pada 
kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang 
diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, 
memerintah dan melipahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang dalam 
bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 
berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban (Sakti, 2016). 
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Menurut (MD, 1987) ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita 
harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dan wewenang (competence, 
bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal 
dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai 
suatu bagian (onderdeel) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat 
wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum 
publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan 
pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan 
memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

(Soekanto, 1988), menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah 
bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, 
sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang 
mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Sedangkan (Lubis, 2015) 
berpendapat, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau menguraikan pengertian 
kewenangan dengan membedakan tugas (functie) adalah satuan urusan pemerintah yang 
dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan 
teknik urusan yang dimaksud. 

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan  yang diberikan oleh peraturan 
perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Indroharto, 1993). Pengertian 
wewenang menurut (HR, 2001) menyatakan: “Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het 
geheel van bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijike rechtssubjecten in het 
bestuurechttelijke rechtverkeer”.(wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-
aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek 
hukum publik dalam hukum publik). 

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan 
bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang 
(competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang, 
sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan dari kewenangan, artinya 
barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang maka ia 
berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang 
dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), 
mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang 
diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk 
pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus 
ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat 
tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi, yang diberi 
mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi 
mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). 

(Manan, 2009) mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 
berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichen). 
Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk 
mengatur sendiri (zelfregelen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk 
menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan. 

Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) 
pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan 
ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif 
menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan 
memberikan kepada organ yang berkompeten (Ridwan, 2009). Delegasi adalah kewenangan 
yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada 
organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji 
kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan 
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kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain 
(mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya 

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, 
kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan 
asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya 
mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan 
delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Hadjon, 2010): 

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang 
yang telah dilimpahkan itu ; 

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya 
dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan 
perundang-undangan ; 

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hirarki kepegawaian tidak diperkenankan 
adanya delegasi ; 

4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta 
penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut ; 

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel),artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) 
tentang penggunaan wewenang tersebut. 

Kewenangan harus dilandasi olehi ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga 
kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian pejabat (organ) 
dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink 
menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) 
pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) 
pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan 
mempertahakannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang 
benar (Philipus M. Hadjon, 2005). Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu bersifat 
terikat, fakultatif, dan bebas, terutama kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan 
keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikkingan) oleh organ 
pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. 

Menurut (Indroharto, 1993); pertama, pada wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi 
apabila peraturan dasarnya menetukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang 
tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menetukan tentang isi dan 
keputusan yang harus diambil, kedua, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau 
pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau 
sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal 
atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya; ketiga, wewenang 
bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau 
pejabat tata usaha negara untuk menetukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan 
dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata 
usaha negara yang bersangkutan. 

Kwenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (beleidsvrijheid) 
dan kebebasan penilaian (beoordelingsverijheid) yang selanjutnya bahwa ada dua jenis 
kekuasaan bebas yaitu (Hadjon, 2005): pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri: 
kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (verge norm). Berdasarkan 
keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat 
asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan 
memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dari suatu peraturan 
perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima kewenangan dapat menciptakan wewenang 
baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern 
pelaksanaan wewenang yang atribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada 
delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari 
pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada 
pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi. Sementara itu pada mandat, 
penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir 
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keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini karena 
dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak mandat. 

Sementara itu, menurut (MD, 1987) memberikan pengertian berbeda antara 
kewenangan dan wewenang. Menurutnya kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan 
baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang secara bulat. 
Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bagian tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi 
kewenangan adalah kumpulan dari wewenang-wewenang misalnya pejabat atas nama Menteri, 
sedangkan kewenangannya tetap berada ditangan Menteri. Wewenang adalah kemampuan 
untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan 
bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-
hubungan hukum. Secara garis besar, istilah kewenangan tidak bisa disamakan dengan istilah 
urusan pemerintahan, karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak atau kewajiban untuk 
menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, 
pengorganisasian, pengurusan, pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh 
pemerintah. 

D. Penutup 
Demokrasi dan Kewenangan harus dilandasi olehi ketentuan hukum yang ada 

(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan 
demikian pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan 
tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau 
organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ 
(institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna 
mengatur dan mempertahakannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan 
yuridis yang benar dan sesuai dengan prinisip demokrasi. Mengenai sifat kewenangan 
pemerintahan yaitu bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama kaitannya dalam 
kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-
ketetapan (beschikkingan) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang 
bersifat terikat dan bebas. 

Daftar Pustaka 
Aminoedin, A. (1989) Segi-Segi Hukum Administrasi Organisasi Asean (Association Of 

Southeast Asian Nationas) Beberapa Masalah Yang Memerlukan Pendekatan dan 
Santunan Regionalistik. Universitas Indonesia. 

Asshiddiqie, J. (1993) Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 
Indonesia, Pergerseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam 
Kebijakan Demokrasi Politik dan Demoktrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 
1945-1980-an. Universitas Indonesia. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004. 

Asshiddiqie, J. (2006) Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 

Azhari, A. F. (2005) Penafsiran Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Sistem 
Ketatanegaraan Demokrasi Atau Otokrasi (Studi Tentang Penafsiran UUD 1945 dan 
Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia). Universitas Indonesia. 

Budiardjo, M. (2008) Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
Hadjon, P. M. (2005) Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT.Bina Ilmu. 
Hadjon, P. M. (2010) Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas 

Trisakti. 
HR, R. (2001) Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 
Indroharto (1993) Indroharto, 1993, Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 
Jimly Asshiddiqi (2015) ‘Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi’, Lembaga ilmu 

Pengetahuan, 7(1). 
Kusdarini, E. (2011) Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik. Yogyakarta. 



Vol. 5 No.4 Edisi 1 Juli 2023                                                       Ensiklopedia of Journal 
http://jurnal.ensiklopediaku.org 

                          Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia P-ISSN 2622-9110 
  E-ISSN 2654-8399  

14 

Lubis, F. (2015) Pengantar Filsafat Umum, Ar Ruzz Media. 
Manan, B. (2005) Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jakarta: Mahkamah Agung R.I. 
Manan, B. (2009) Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia. Bandung: Center for State 

Policy Studies. 
MD, S. M. dan M. M. (1987) Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty. 
Philipus M. Hadjon, T. S. D. (2005) Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal 

Reasoning), Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion. 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Ridwan, J. (2009) Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: 
Nuansa Cendekia. 

Sakti, L. (2016) ‘Kewenangan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari 
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan’, Jurnal IUS, IV(2). 

Soekanto, S. (1988) Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi. Bandung: Remadja Karya. 
Sugiyono (2008) Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Pustaka Abadi. 
Surbakti, R. and Supriyanto, D. (2013) Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses 

Penyelenggraan Pemilihan Umum. 
T, A. (2002) Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Prima Media. 
Utrecht, E. (2010) Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: Fakultas 

Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjajaran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


